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  2.1 Studi terdahulu 
Bagian ini akan membahas tentang beberapa studi terdahulu yang 
digunakan penulis untuk dijadikan sebagai pembanding dengan karya ilmiah 
penulis. Yang pertama, Stefananda Ade P. (2014) yang berjudul 
“Ketidakpatuhan Amerika Serikat Terhadap Prinsip Non-Discrimination WTO 
Dalam Sengketa Perdagangan Rokok Kretek Dengan Indonesia Tahun 2009-
2013”.1  
Penelitian ini menjelaskan tentang bentuk-bentuk ketidakpatuhan 
Amerika terhadap prinsip Non-Discrimination WTO Dalam Sengketa 
Perdagangan Rokok Kretek Dengan Indonesia Tahun 2009-2013. Hasil 
penelitian menyebutkan bahwa motif Amerika Serikat untuk tidak mematuhi 
prinsip non diskriminasi WTO adalah adanya ambiguitas dalam aturan WTO 
yang telah dilanggar Amerika Serikat, yaitu penerapan aturan National 
Treatment pada pasal-pasal yang terkandung dalam TBT Agreement dan 
penjelasan tambahan pada SPS Agreement. Pelanggaran yang dilakukan oleh 
Amerika Serikat lebih ditekankan pada alasan ambiguitas.2 Chayes menjelaskan 
bahwa ambiguitas adalah suatu keadaan dimana tidak adanya kesaksamaan 
yang jelas dalam intepretasi aturan-aturan dalam rezim, yang bersumber dari 
tata bahasa yang tepat sehingga dapat diterima oleh semua Negara anggota. 
																																								 																					
1 Stefananda Ade P (2014), Ketidakpatuhan Amerika Serikat terhadap Prinsip Non-
Discrimination WTO dalam Sengketa Perdagangan Rokok Kretek dengan Indonesia tahun 
2009-2013, Fakultas ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya. 
2 Ibid. 
Peraturan yang terkandung dalam TBT Agreement memiliki kedekatan sehingga 
dapat menimbulkan overlap ketika dalam proses pengaplikasiannya. Penentuan 
ukuran suatu kebijakan dapat dikatekorigan sebagai regulasi teknis, standar 
produk dan prosedur penilaian tentang kepatuhan yang terkandung di dalam 
TBT Agreement sering menimbulkan perdebatan di antara Negara-negara 
anggota WTO hal ini terjadi akibat adanya perbedaan persepsi untuk 
menentukan ukuran mengidentifikasi pelanggaran terhadap regulasi teknis.3 
Studi terdahulu yang kedua adalah jurnal milik Rizka Puspitasari yang 
berjudul “Analisis Penyebab Praktik Kerja Paksa di Arab Saudi: Fenomena 
Kerja Paksa Terhadap TKI Informal (2011-2014)”.4 Studi terdahulu ini dipilih 
penulis karena memiliki kesamaan Analisa ketidakpatuhan sebuah negara 
melalui konsep non-complying behavior milik Abram Chayes. 
Dalam tulisannya, Rizka menjelaskan bahwa Arab Saudi telah melanggar 
Konvensi HAM terkait Fenomena Kerja Paksa di negarannya. Hal ini 
memenuhi tiga indikator perilaku ketidakpatuhan yang telah dipaparkan oleh 
Abram dan Antonia H. Chayes. Yang pertama, terkait ambiguitas yang terdapat 
dalam bahasa perjanjian pada konvensi HAM dan Arab Saudi memilih untuk 
belum menerima isi dari perjanjian tersebut dan tetap menjalankan norma 
domestiknya terkait Konvensi kerja Paksa. Yang kedua, kapasitas Arab Saudi 
yang belum mencukupi untuk menerapkan perjanjian tersebut dikarenakan 
kepentingan domestiknya. Pemerintah Arab Saudi juga akan kesulitan untuk 
mengatur dan mengawasi pekerja pada sector informal. Yang ketiga, adanya 
																																								 																					
3 Ibid. 
4 Rizka Puspitasari, Analisis Penyebab Praktik Kerja Paksa di Arab Saudi: Fenomena Kerja 
Paksa Terhadap TKI Informal (2011-2014), Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas 
Diponegoro Semarang, diakses melalui, http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jihi  
kondisi temporal. Arab Saudi masih menghadapi permasalahan lain yang 
menjadi isu prioritas saat ini diluar dari penghapusan kerja paksa.5 
Dari kedua studi terdahulu yang telah menjelaskan bagaimana 
Analisa ketidakpatuhan negara terkait perjanjian dan konvensi menggunakan 
konsep Non-Complying Behavior oleh Abram Chayes dan Antonia H. Chayes 
yang menggunakan dua Level of Analysis yang berbeda. Sedangkan penelitian 
penulis disini akan menganalisa ketidakpatuhan Indonesia dalam perjanjian 
ICCPR sebagai International Customary Law terkait pelaksanaan eksekusi 
hukuman mati yang dilakukan di Indonesia. 
 2.2 Kajian Konseptual 
Untuk dapat menjawab dan menguraikan rumusan masalah, maka 
sesuai dengan aturan penulisan ilmiah digunakan konsep untuk menjelaskan 
fenomena yang terjadi. Adapun konsep yang digunakan adalah Non-Complying 
Behavior oleh Abram Chayes dan Antonia H. Chayes yang terdapat pada On 
Compliance.6 
Non-Complying Behavior 
Latar belakang munculnya teori compliance tidak lepas dari kontribusi 
para pemikir sistem hukum internasional. Mereka menganggap bahwa perilaku 
negara sangat menentukan perdamaian dunia. Selain itu, kepercayaan yang 
timbul dari sikap negara mampu menunjukkan bukti empiris terhadap 
permasalahan hukum internasional. Secara umum, teori compliance 
menjelaskan adanya penyesuaian negara atau identitas antara sikap aktor dan 
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6 Chayes, Abram dan Chayes, Antonia Handler, On Compliance, International Organization, 
vol. 47, no.2, 1993. Hal. 190 
aturan yang terspesifikasi. Sebuah rezim dapat berlangsung lama namun 
membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan lingkungan dan kondisi 
perubahan yang terjadi. Dimensi temporal ini tentu saja dapat berdampak pada 
tingkat kepatuhan (compliance) negara.7 
Poin utama dalam teori kepatuhan ialah prinsip dasar teori ini 
terhadap pengaruh tingkah laku terhadap aturan legal. Dalam 
perkembangannya, teori kepatuhan sering dikaitkan dengan dua konsep utama 
rezim, yaitu : implementasi dan efektivitas. Implementasi merupakan proses 
peletakkan dasar komitmen internasional ke dalam praktik, pembentukan 
institusi (baik domestik maupun internasional) dan enforcement terhadap aturan. 
Implementasi merupakan langkah kritis terhadap pematuhan. Namun, pengaruh 
kepatuhan terhadap implementasi tidak signifikan, bergantung pada tiap 
individu. Efektivitas berbanding lurus dengan kepatuhan. Semakin banyak 
kepatuhan yang dijalankan oleh warga negara, semakin besar pula efektivitas 
aturan yang berlaku di dalamnya.  
Dalam upaya mempelajari secara mendalam ketaatan negara, Chayes 
menganalisa mengapa negara taat (compliance) dan sebaliknya mengapa negara 
tidak taat (non-compliance) pada perjanjian internasional. Chayes 
menyimpulkan bahwa ketidaktaatan disebabkan ketidakjelasan ketentuan-
ketentuan dalam perjanjian yang menimbulkan multitafsir (ambiguity), 
ketidakpastian (indeterminacy), juga berbagai pembatasan yang dilakukan 
																																								 																					
7 Chayes,  Abram dan Chayes, Antonia Handler. 1995. The New Sovereignty: 
Compliance with International Regulatory Agreements. London: Harvard University Press. 
hal. 20 
perjanjian yang menjadikan negara peserta kesulitan untuk melaksanakan 
kewajibannya.8  
Untuk menumbuhkan ketaatan negara pada hukum internasional, Chayes 
mencontohkan 2 alternatif solusi yang saling bertentangan. Yang pertama 
melalui enforcement mechanism yang menerapkan banyak sanksi seperti 
sanksi ekonomi, sanksi keanggotaan sampai ke sanksi unilateral. Terhadap 
mekanisme pertama ini Chayes berhasil menyimpulkan bahwa penerapan 
mekanisme ini tidak efektif, membutuhkan biaya tinggi, dapat menimbulkan 
masalah legitimasi dan justru banyak menemui kegagalan. 9 
Secara umum, teori compliance menjelaskan adanya penyesuaian antara 
tingkah laku aktor dan aturan yang telah terspesifikasi dalam rezim.10 Abram 
Chayes dan Antonia Handler Chayes dalam On Compliance mengartikan 
kepatuhan atau compliance ketika negara yang terlibat dalam sebuah rezim 
internasional mampu mengontrol tindakannya untuk berusaha mematuhi 
kesepakatan yang telah disepakati dalam rezim tersebut11. Beth Simmons 
mengutip argumen Oran Young yang menyatakan bahwa kepatuhan atau 
compliance dapat dilihat ketika subyek sebuah perjanjian atau rezim 
melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan apa yang telah disepakati. 




10 R. Fisher, Improving Compliance with International Law. New York, The University Press 
of Virginia, 1981. Hal.20 
11 Chayes, Abram dan Chayes, Antonia Handler, On Compliance, International Organization, 
vol. 47, no.2, 1993. Hal. 190 
anggota tidak mencerminkan tingkah laku yang sesuai dengan apa yang telah 
disepakati dalam perjanjian internasional12. 
Dalam perkembangannya, teori compliance sering dikaitkan dengan dua 
konsep utama rezim, yaitu implementasi dan efektivitas. Implementasi dapat 
dilihat dari langkah-langkah pemerintah yang dimulai dari peletakkan dasar-
dasar komitmen rezim internasional di level domestik, pembentukan institusi 
dan enforcement terhadap norma dan peraturan rezim. Meskipun 
impelementasi adalah salah satu bentuk kepatuhan, level compliance yang 
tinggi tidak ditunjukan melalui implementasinya, melainkan melalui 
efektivitas yang lebih mengimprovisasi obyektivitas kebijakan suatu negara 
dalam mencapai tujuan mereka13. 
Efektifitas peraturan dalam suatu sistem organisasi juga tidak terlepas dari 
faktor ketaatan atau kepatuhan dari tiap anggota organisasi terhadap aturan yang 
ada. Kelman membedakan kualitas ketaatan atau kepatuhan terhadap aturan 
dalam tiga jenis, yaitu14:  
a. Ketaatan yang bersifat compliance, yaitu jika seseorang taat terhadap 
suatu aturan hanya karena ia takut terkena sanksi.  
b. Ketaatan yang bersifat identification, yaitu jika seseorang taat terhadap 
suatu aturan hanya karena takut hubungan baiknya dengan seseorang menjadi 
rusak. 
																																								 																					
12 B. A. Simmons, 'Compliance with Intemational Agreements', Annual Review of Political 
Science, vol.  1., 1998, pp. 79-94 Reviews. pp. 75-94. 
13 K. Keohane, Robert 0., 'International Relations and International Law: Two Optics', 
Harvard Journal  of International Law, vol. 38, no.2, p.7 
14 Kelman, Herbert. (1958). Compliance, Identification and Internalization; Threes processes 
of attitude change. Journal of Conflict Resolution. 
c. Ketaatan yang bersifat internalization, yaitu jika seseorang taat 
terhadap suatu aturan karena benar-benar ia merasa bahwa aturan tersebut 
materi dan spiritnya sesuai dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya.  
Peraturan berjalan kurang efektif bila derajat ketaatannya hanya berkisar 
di compliance atau identification saja. Sebaliknya, bila derajat kepatuhannya 
mencapai internalisation, berarti kualitas efektifitas peraturan tersebut sudah 
sangat tinggi, sehingga sistem berjalan sesuai dengan aturan yang ada tanpa 
menekankan fungsi kontrol yang ketat. Partisipan yang membuat suatu 
perjanjian internasioanal. Bentuk dari sikap kooperatif terhadap perjanjian 
internasioanal adalah kepatuhan (compliance) terhadap kesepakatan yang telah 
dibuat15 
 Chayes dan chayes yang merupakan pakar hukum internasional 
menulis buku yang menarik dan dirasa cukup komprehensif untuk mejelaskan 
mengapa Negara mau mentaati dan tidak mentaati suatu perjanjian. Buku 
tersebut berjudul The New Sovereignty : Compliance with International 
Regulatory Agreements. Chayes dan chayes  mengemukakan bahwa masyarakat 
internasional taat pada hukum internasioanal bukan kerana takut ancaman 
sanksi.16 Ketaatan itu didorong oleh dinamika yang diciptakan oleh rezim 
perjanjian internasional dimana mereka terlibat. Instrument utama untuk 
memelihara ketaatan adalah melalui perjanjian internasional yaitu dengan 
mekanisme yang diciptakan oleh perjanjian itu sendiri, pengorganisasian 
perjanjian dan public yang lebih luas.17 
																																								 																					
15 Chayes,  Abram dan Chayes, Antonia Handler. 1995. The New Sovereignty: 
Compliance with International Regulatory Agreements. London: Harvard University Press. 
16 Ibid. 
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 Dalam upaya mempelajari secara mendalam ketaatan Negara pada 
hukum internasioanal, khususnya perjanjian internasional, Chayes dan chayes 
menganalisa mengapa negara taat dan sebaliknya Negara tidak taat pada 
perjanjian internasional. Chayes dan chayes telah menegaskan ada tiga alasan 
utama yang mendorong sebuah negara mengambil tindakan untuk mematuhi 
perjanjian internasioanal yaitu, efesien, kepentingan , dan norma.18 
 Chayes percaya bahwa ketika sebuah Negara memutuskan untuk 
bergabung didalam sebuah renzim, maka Negara tersebut  akan mengontrol 
tindakannya dengan berusaha mematuhi perjanjian didalam rezim tersebut.19 
Dengan mematuhi aturan dan kesepakatan yang diformulasikan dalam 
perjanjian internasional, berarti sama halnya dengan melakukan tindakan yang 
efesien yang tentunya akan memberikan keuntungan tersendiri bagi Negara 
yang patuh karena perilaku mematuhi peraturan kesepakatan jauh lebih baik 
daripada melanggar perjanjian.20 
 Kecenderungan lain yang diyakini dapat menimbulkan bagi 
terpenuhinya kesepakatan bisanya karena formulasi perjanjiannya 
mengakomodir kepentingan dari Negara-negara  anggota. Sehingga dengan 
mematuhi perjanjian internasioanal berarti Negara-negara partisipan dapat 
memaksimalkan kepentingan nasioanlnya masing-masing. 
Efesiensi ditawarkan rezim internasioanal melalui kebijakan  dan 
penetapan keputusan yang menguntungkan bagi Negara karena Negara mampu 





sehingga akan sulit bagi Negara untuk mengumpulkan consensus kebijakan  dan 
penetapan keputusan. 21  Disisi lain, komitmen sbuah Negara untuk patuh 
terhadap  rezim internasioanal juga sangat ditentukan oleh kepentingan Negara 
yang bersangkutan. 
 Namun dalam sebuah perjanjian internasional, tidak dapat dipungkiri 
bahwa suatu Negara akan melanggar perjanjian sehingga terjadi perubahan 
bahkan sampai hilangnya perjanjian itu. Dalam artikel milik  Chayes & Chayes  
tersebut juga terdapat level-level diterimanya alasan mengapa suatu Negara 
melanggar  perjanjian yenag telah disepakati. Chayes menyimpulkan bahwa 
ketidaktaatan disebabkan ketidakjelasan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian 
yang menimbulkan multitafsir (ambiguity), limitation of capacity, dan the 
temporal dimension yang menjadikan Negara peserta kesulitan untuk 
melaksanakan kewajibannya.22 
 Untuk menumbuhkan ketaatan Negara pada hukum internasional, 
Chayes mencotohkan 2 alternatif solusi yang saling bertentangan. Yang pertama 
melalui enforcement mechanism yang menerapkan banyak sanksi seperti sanksi 
ekonomi, sanksi keanggotaan sampai kesanksi unilateral. Terhadap mekanisme 
pertama ini Chayes & Chayes berhasil menyimpulkan bahwa penerapan 
mekanisme ini tidak efektif, membutuhkan biaya tinggi, dapat menimbulkan 
masalah maslah legitimasi dan justru banyak menemui kegagalan.23 
																																								 																					
21 Chayes, Abram & Chayes, Antonia H.1993. On Compliance, dalam Internatioanal 
organizational The MIT Press, Vol.47, No.2, Spring, 1993, hlm.178 
 
23 Ibid. 
 2.3 Definisi Operasional 
Definisi operasional merupakan definisi yang menyatakan seperangkat 
petunjuk atau kriteria atau operasi yang lengkap tentang apa yang harus diamati 
dan bagaimana mengamatinya dengan memiliki rujukan-rujukan empiris seperti 
menghitung, mengukur atau dengan cara lain. 24  Permasalahan compliance 
sebenarnya memang lebih tepat dianggap sebagai permasalahan pengelolaan 
(management) daripada permasalahan pelaksanaan (enforcement). Munculnya 
tindakan non-compliance terhadap rezim bukan tidak sengaja, akan tetapi lebih 
disebabkan oleh kurangnya kapabilitas, kejelasan, dan prioritas kesepakatan 
dalam perjanjian. Untuk itu dibutuhkan strategi pengelolaan yang sophisticated, 
contohnya dengan menggunakan metode persuasi. Adapun elemen yang 
dibutuhkan dalam metode ini antara lain: transparency, dispute settlement, 
capacity building. Keberadaan tiga elemen ini dalam sebuah perjanjian 
internasional diyakini bisa menstimulan munculnya perilaku compliance. Teori 
dalam penelitian ini digunakan untuk mengukur derajat kepatuhan dari masing-
masing pihak yang membuat kesepakatan. Adapun definisi operasional tersebut 
dijabarkan sebagai berikut:  
1. Ambiguity 
Ambiguitas yang terdapat di dalam perjanjian atau bahasa terkait dengan 
tidak adanya presisi yang jelas dalam interpretasi berbagai aturan dalam 
rezim.25 Hal ini bersumber pada tidak adanya kepastian yang jelas tentang 
bahasa yang dapat diterima oleh negara-negara anggota dalam suatu rezim. 
Semakin umum suatu bahasa yang digunakan, semakin banyak atau semakin 
																																								 																					
 
25 Chayes, Abram dan Antonia, H. Chayes, Living Under a Treaty Regime: Compliance, 
Interpretation and Adaptation, Washington D. C. Pergamon-Basey. Hal. 188. 
general interpretasi yang ditimbulkan dalam menangani masalah suatu 
perjanjian. Adanya ketidakjelasan upaya perumusan aturan untuk mengatur 
perilaku para aktor sulit untuk menentukan presisi apa yang diperbolehkan dan 
presisi apa yang dilarang dilakukan para aktor.26 
 Dalam penelitian ini, penulis akan mengukur ambiguitas dalam 
ICCPR. Sebagai bagian dari komunitas internasional dan anggota PBB 
Indonesia sudah sejak awal menghapuskan hukuman mati karena Indonesia 
secara etis dan organisatoris harus tunduk pada Universal Declaration of 
Human Rights yang dalam Pasal 3 mengatakan: 
“Everyone has the right to life, liberty and security of person”. 
 
Karena penjelasan Universal Declaration of Human Rights tidak pernah 
ada, maka sumber penjelasan itu ada pada pendapat para pembuat Universal 
Declaration of Human Rights tersebut. Eleanor Rooselvelt dan Rene Cassin, 
dua di antara para perumus Universal Declaration of Human Rights, 
mengatakan bahwa hak untuk hidup itu tak mengenal kekecualian, dan tujuan 
pasal hak untuk hidup itu adalah agar kelak hukuman mati itu bisa dihapuskan. 
Sesungguhnya makna “non-derogable human rights” itu dimulai dengan sikap 
Roosevelt dan Cassin yang tegas tentang hak untuk hidup. 
Indonesia kemudian telah meratifikasi International Covenant on Civil 
and Political Rights (ICCPR) yang dalam Pasal 6 (1) berbunyi: 
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“Every human being has the inherent right to life. This right shall be 
protected by law. No one shall be arbitrarily deprived of his life”27 
ICCPR masih memiliki ruang untuk hukuman mati terutama di negara-
negara yang masih menjatuhkan hukuman mati pada “the most serious 
crime” terutama yang berkaitan dengan kejahatan genosida. Keadaan yang 
terjadi di Indonesia saat ini adalah Indonesia sebagai Negara yang darurat 
narkoba, dalam artian, Narkoba di Indonesia kini termasuk dalam ‘most serious 
crime’. Jika dibaca keseluruhan Pasal 6 ICCPR kita akan melihat bahwa hak 
untuk hidup adalah semangat yang utama yang harus terus dihormati sampai 
nanti dia betul-betul menjadi hak asasi yang absolut yang sifatnya “non-
derogable” dalam keadaan apa pun. 
Negara tidak mengingkari bahwa Indonesia belum meratifikasi Second 
Optional Protocol yang secara tegas melarang hukuman mati, tetapi penafsiran 
otentik historis dari para pembuat instrumen atau hak asasi manusia akan 
membawa kita kepada semangat melawan hukuman mati. Dalam kaitan ini 
mungkin perlulah kita melihat teori hukum internasional yang sudah membuat 
semua dokumen hak asasi internasional seperti Universal Declaration of 
Human Rights dan ICCPR yang sudah mengikat (binding) karena sudah 
menjadi International Customary Law. 
Selain bahasa dalam perjanjian, penulis juga akan mengulas adanya 
norma perjanjian yang terdapat didalam ICCPR yang dimaksud terdapat norma 
dalam mematuhi perjanjian tersebut  
Ambiguitas ini kemudian dapat diukur dari pemaknaan yang berbeda dari 
susunan kata dalam perjanjian tersebut. Adanya ambiguitas di dalam isi 
																																								 																					
27 International Convenant on Civil and Political Rights, No. 14668, United Nations – Treaty 
Series. 
perjanjian tersebut menimbulkan perilaku non compliance yang dilakukan oleh 
Indonesia untuk tetap melakukan eksekusi hukuman mati.  
 
2. Limitation on Capacity 
Chayes dalam konsepnya mengatakan bahwa perjanjian tidak semata – 
mata hanya mempengaruhi perilaku suatu negara, lebih dari itu yakni 
mempengaruhi dan mengatur perilaku individu dan entitas di dalam negara 
tersebut. Dapat disimpulkan bahwa  kapasitas negara untuk memastikan hal 
tersebut tercapai terbatas. Selain itu, dapat diartikan juga bahwa negara belum 
memiliki kapasitas untuk menaati isi perjanjian tersebut. 
Dalam hal ini, Indonesia memilih untuk tidak mentaati perjanjian tersebut 
dikarenakan kondisi domestic Indonesia yang masih dirasa perlu untuk 
melakukan eksekusi Hukuman Mati sebagai salah satu bentuk Capital 
Punishment.28 
Penulis akan menjabarkan dimana terdapat adanya Implementation Gap 
yang terjadi antara perjanjian ICCPR dan kondisi domestik Negara Indonesia 
yang ditengarai membuat Indonesia tidak dapat mematuhi perjanjian tersebut 
meskipun telah diratifikasi dan disahkan melalui Undang – Undang Republik 
Indonesia Nomor 12 Tahun 2005. 
Kebijakan Domestik atau Domestic Policies juga merupakan salah satu 
bentuk Limitation on Capacity sebuah Negara untuk mematuhi sebuah 
perjanjian. Hal ini dapat dilihat dari kebijakan domestik sebuah Negara yang 
mungkin saja bertolak belakang dengan isi dari sebuah perjanjian Internasional. 
																																								 																					
28 Capital Punishment adalah salah satu bentuk hukuman yang dilakukan oleh sebuah negara 
terhadap orang atau terpidana yang melakukan kejahatan yang bersifat spesifik dengan 
memberikan hukuman mati. 
 
3. The Temporal Dimension 
Dimensi temporal yang dimaksud di sini adalah di saat suatu negara 
harus mengalami perubahan sosial, ekonomi, dan politik di dalam lingkup 
domestiknya, namun di sisi lain negara harus mengikuti aturan yang 
dibentuk organisasi internasional. Negara mengalami kesulitan untuk 
bergerak cepat dalam menyesuaikan diri dengan aturan tersebut di mana 
negara menghadapi berbagai isu yang berubah-ubah yang terjadi di 
negaranya. Dalam variable yang ketiga ini, Indonesia menganggap bahwa 
adanya Hukuman Mati dapat menimbulkan deterrence effect atau efek jera 
pada setiap pelakunya. Hal ini kemudian menjadi isu prioritas Indonesia 
dalam tetap melaksanakan eksekusi Hukuman Mati demi menjaga 
keamanan dan stabilitas negara, mengingat saat ini Indonesia menjadi salah 
satu negara transit dalam kasus drugs trafficking dan kejahatan transnasional 
lainnya.  
	
